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BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, pembangunan daerah vang
berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan
publik, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat
berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Purworejo
memerlukan arah kebijakan yang selaras dengan
kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi,
budaya, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam
permasalahan dan isu strategis daerah, sehingga menjadi
pedoman penting untuk menjamin keterpaduan dan
kesinambungan pembangunan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
serta guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029:




Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen
Thﬁncmaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

un.

Pasal 2
Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029
merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-
2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan,
sasaran, program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator
kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada rencana
pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.




Diundangkan di Purworejo

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:
a. babl :pendahuluan;

b. babll :gambaran pelayanan, permasalahan,

strategis Perangkat Daerah;

c. bab Il : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
d. bab IV : program, kegiatan, subkegatan,

penyelenggaraan bidang urusan, dan

e. bab V . penutup.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal '3 Septerber 2025
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029




1.1.

1.2

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan
pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan
rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah.
Dalam kaitan itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Rencana Tata
Ruang Wilayah. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penelaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah untuk menjamin agar arah kebijakan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
selaras dengan/tidak menyimpang dari arah kebijakan Rencana Tata
Ruang Wilayah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2025 - 2029 sesuai urusan dan kewenangan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau merupakan
penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam
RPJMD dan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2025 - 2029,

Untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas dan
kompetitif serta meningkatkan citra kualitas Pemerintah Kabupaten
Purworejo, khususnya yang terlibat langsung dengan meningkatkan
profesionalisme sumber daya manusia yang ada dapat diwujudkan
aparat yang berkualitas, tumbuh kreativitas dan penuh prakarsa.
Mengingat pentingnya kegiatan - kegiatan tersebut diatas, perlu adanya
peningkatan dalam hal sistem kerja aparatur yang disiplin,
berkemampuan tinggi, punya motivasi kerja yang kuat dan bersih dan
korupsi.

Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

£
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2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 29);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.459);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Mentenn1 Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia
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Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi
Dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi
Dan Kabupaten /Kota;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah
Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun
2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-
133/2021);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024
Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025
Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 6/2025).

29. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;

30. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Dengan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah
yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program
prioritas dalam bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan
dan non perizinan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah dapat terarah, terukur, dan selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra ini
dimaksudkan untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan
pusat, provinsi, dan daerah dalam mendorong iklim investasi yang
kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung
pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui pengelolaan
penanaman modal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat

Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi, sinergis program dan kegiatan maupun
pengendalian dalam pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat
serta diharapkan semua pegawai dapat memahami, mengerti dan
melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat
dijadikan pedoman baku jangka waktu yang telah ditentukan untuk
diaplikasikan dan dioptimalkan. Selain itu dokumen Rencana Strategis

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana
Kerja DPMPTSP tiap tahunnya.

Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
ditetapkan menjadi dokumen menggunakan sistematika penulisan
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Bappeda
Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan dokumen,

landasan hukum yang mendasari penyusunan, serta maksud dan

tujuan yang hendak dicapai. Pada bagian akhir disajikan sistematika

dpe;t:]isa.n yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Le Imen.

BAB [I GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU




STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran pelayanan perangkat daerah yang
mencakup tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang
dimiliki, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, serta mitra
dalam penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, pada bab ini juga
diuraikan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat
daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB Il TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat
daerah untuk periode 2025-2029, serta menguraikan strategi dan arah
kebjjakan yang akan ditempuh guna mewujudkan sasaran
pembangunan tersebut.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan
yang dilaksanakan perangkat daerah, termasuk subkegiatan yang
mendukung program prioritas pembangunan. Selain itu, bab ini juga
menguraikan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci
(IKK) yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan
urusan pemerintahan.

BAB VII PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari
keseluruhan isi dokumen serta penutup yang berisi kaidah
pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen
rencana strategis perangkat daerah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI
PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun
2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan
Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem
informasi dan pengaduan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

KEPALA DPMPTSP

= SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KOORDINATOR JF DAN
KELOMFOK JABATAN
FUNGSIONAL
PENANAMAN MODAL

KOORDINATOR JF DAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi DPMPTSP



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo memiliki 14 ASN yang terdiri dari 6 orang laki - laki dan 8
orang perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut
1. Berdasarkan Golongan
a. Golongan [V : 2 orang
e [V/ia :-
e IV/b :1orang
e [V/c :1orang
b. Golongan III : 5 orang
e lll/a :2orang
e llI/b :2orang
e [ll/c :1orang
e III/d :-
¢. Golongan II : 2 orang
e [l/a -5
e II/b :-
e Il/c £
e II/d :2orang
d. Golongan I : 2 orang
e I/a :
e I/b
e I/c :
e I/d : 2 orang
e. Golongan V : 12 orang
f. Golongan VII : 1 orang
g. Golongan IX : 2 orang

2. Berdasarkan Pendidikan
SD :2orang

SMP : -

SMA : 13 orang

D3 :2orang

S1 :7 orang

S2 :1orang

~oan oD

Gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo berlokasi di Jl. Proklamasi
No. 2 Purworejo. Kepemilikan tanah gedung kantor adalah milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Saat ini gedung kantor Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo menjadi satu dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten
Purworejo. Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo memiliki 1 unit kendaraan dinas jabatan, 2 unit kendaraan
dinas operasional roda empat dan 5 unit kendaraan dinas operasional
roda dua. Selain itu dalam memaksimalkan pelayanan perizinan, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo memiliki aplikasi Si IDA dan e-Permit yang memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam proses perizinan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja mengampu bidang
urusan Penanaman Modal. Oleh karena itu, realisasi penanaman modal
menjadi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK)
DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Data capaian kinerja urusan

penanaman modal selama kurun waktu 2020 - 2024 tersaji dalam Tabel
2.1,



Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

mmmﬁﬁnhﬂlﬂ ) ::E T?E H-rm Target Renstra Perangkat Daerah Rralisasi Capaian Renstra Porangkat Daerak Rakle Capaian Renstra Peranghat Deerab (5
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Dari Tabel 2.1. terlihat bahwa terdapat pergerakan realisasi
penanaman modal yang tidak konsisten mengalami kenaikan. Pada
tahun 202] terdapat penurunan realisasi penanaman modal yang
disebabkan adanya pandemi COVID-19. Sedangkan penurunan
realisasi penanaman modal pada tahun 2024 lebih disebabkan tidak
adanya penambahan penanaman modal baru sehingga tidak terjadi
peningkatan pada laporan LKPM pelaku usaha.




Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daecrah DPMPTSP
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Berdasarkan Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa rasio anggaran
dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam dokumen
Renstra DPMPTSP secara keseluruhan hampir mendekati 100% bahkan
lebih dari 100%. Rasio terbesar ada di tahun 2022 sebesar 216,87%
atau 2x lipat dari anggaran yang direncanakan pada dokumen Renstra
DPMPTSP. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Operasional MPP Kabupaten Purworejo mulai berjalan di tahun
2022 sehingga adanya kenaikan kebutuhan anggaran listrik;

2. Sebagai bentuk layanan publik yang prima, DPMPTSP Kabupaten
Purworejo membutuhkan anggaran untuk outsourcing petugas
keamanan dan kebersihan.

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah akan dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mo

Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

Keteran
gan

Perangkat Daerah
2

3

F

3

6

7

8

Indikator Tujuan

Pembentukan Modal
Tetap Bruto

26,09

26,89

26,39

25,71

26,14

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

75,36

28,16

66,51

Indikator Sasaran PD

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

75,36

28,16

66,51

Realisasi Penanaman
Maodal

1,13
Trilyun

99,98

105,31
Milyar

187,06

153,85
Milyar

Indeks Kepuasan
Masyarakat (Perizinan)

85,67

92,74

Indikator Program PD

94,39

95,48

96,41

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

sesuai Norma Standar
Prosedur dan Kriteria

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tingkat Kepatuhan

17,64

100,00

29,41

46,67

29,41

17,64

100,00

100,00

100,00

100,00

26,09

26,89

26,39

25,71

5,76

16

134

95,40

-9,53




2.14. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Kebijakan nasional pasca UU Cipta Kerja menempatkan OSS

Berbasis Risiko sebagai tulang punggung perizinan dan pengawasan

investasi. Beberapa kebijakan nasional yang berhubungan langsung

dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo antara lain :

a. PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (basis OSS-RBA, klasifikasi risiko & jenis perizinan/standar);

b. PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(PTSP daerah, integrasi elektronik, pembagian kewenangan &
pengawasan);

c. Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal (DPI/sektor prioritas & pembukaan bidang
usaha);

d. PermenPANRB 92/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik;

e. Peraturan Menteri Investasi/BKPM 5/2021 tentang Pedoman & Tata
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (termasuk
kewajiban LKPM);

Tantangan implementasi di daerah terutama bagi DPMPTSP

Kabupaten Purworejo antara lain :

a. Konsistensi penerapan berbasis risiko di level KBLI
Masih terjadi perbedaan interpretasi dokumen/standar antara front
office, verifikator, dan dinas teknis. Hal ini berdampak pada waktu
layanan dan kepastian pelaku usaha.

b. Sinkronisasi kewenangan & sistem
PP 6/2021 menuntut integrasi proses elektronik end-to-end. Daerah
perlu memastikan single source of truth (OSS terintegrasi dengan
aplikasi daerah/SiCantik/arsip digital) agar tidak ada “perizinan
bayangan”.

c. Kualitas pelaporan investasi (LKPM) & pengawasan
Banyak pelaku usaha UMK belum patuh/tepat waktu; tanpa LKPM
yang baik, data realisasi & pengawasan berbasis risiko melemabh.

d. Perubahan peta sektor prioritas
Revisi Daftar Prioritas Investasi (DPI) mengubah daya tarik subsektor
contohnya kemitraan UMKM, persyaratan tertentu. Pemerintah
Daerah perlu agile menyesuaikan promosi dan layanan.

e. Standarisasi layanan MPP
Penataan SOP lintas-instansi sesuai petunjuk teknis MPP dan
kepastian service level ketika terjadi gangguan operasional
(akses/gedung/sistem) masih jadi salah satu permasalahan yang
harus diselesaikan.

Disisi lain, kebijakan nasional memberikan peluang bagi

DPMPTSP Kabupaten Purworejo yaitu :

a. Kepastian & percepatan layanan dengan OSS-RBA
Dengan pemetaan KBLI-nisiko dan daftar prasyarat yang jelas,
banyak izin berisiko rendah cukup NIB + Sertifikat Standar
(pernyataan). Hal ini mempersingkat time-to-permit.

b. Penajaman promosi pada Daftar Prioritas Investasi (DPI)

Daerah dapat menyasar investor sesuai Perpres 10/2021 jo.
49/2021 (contohnya industri pengolahan pertanian/hasil hutan,
logistik, pariwisata), serta memfasilitasi kemitraan UMKM lokal.

¢. Penguatan MPP sebagai single front door
PermenPANRB 92/2021 memberi kerangka kolokasi dan joint SOP.
MPP dapat menjadi pusat konsultasi praperizinan, helpdesk OSS,

s



2.2,

dan edukasi LKPM triwulanan.

d. Pengawasan berbasis data (post-audit)
Perizinan sederhana di depan, pengawasan kuat di belakang melalui
sampling risiko & kepatuhan LKPM. Hal ini berdampak pada biaya
kepatuhan pelaku usaha turun, namun kualitas tata kelola naik.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan
Kelompok sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo
adalah pihak-pihak yang menjadi target utama dalam pemberian
layanan oleh dinas ini, terutama dalam bidang pernizinan dan
penanaman modal. Target utama dalam memberikan layanan antara
lain kepada masyarakat pemohon perizinan dan non perizinan,
investor, dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan terkait
penanaman modal, perizinan, dan pelayanan administrasi terpadu.
Dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada
masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Purworejo telah didukung dengan
hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diisi oleh perangkat daerah
Kabupaten Purworejo, instansi vertikal, BUMD dan BUMN. MPP
Kabupaten Purworejo diisi oleh 31 gerai pelayanan dengan jumlah
layanan kurang lebih 120 layanan diharapkan sudah dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat Purworejo. 31 gerai layanan MPP terdiri dari :
1. DPMPTSP
2. DISDUKCAPIL
3. BPKPAD
4. DINLHP
5. DINAS PERHUBUNGAN
6. DPUPR
7. DINPERKIMTAN
8. DINAS KESEHATAN DAERAH
9. DINAS PERINTRANSNAKER
10. DINKUKMP
11. DINSOSDALDUKKB
12. Bagian BARJAS
13. PDAM
14. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) / SAMSAT JATENG
15. BPJS Kesehatan
16. BPJS Ketenagakerjaan
17. Kantor Pertanahan
18. KPP Pratama Kebumen
19. Kantor Kemenag
20. Bank Jateng KC Purworejo
21. POLRES Purworejo
22. Bank BRI KC Purworejo
23. Balai Besar POM di Semarang
24. BP2MI Provinsi Jawa Tengah
25. Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPl Wonosobo
26. TASPEN KC Purwokerto
27. PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
28. KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
29. Kantor Pos Purworejo
30. Kantor Cabang ASABRI
31. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Magelang

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah



Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo masih menghadapi
berbagai kendala yang menghambat optimalisasi fungsi dan kualitas
layanan publik serta dalam mencapai tujuan sasaran perangkat
daerah. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, permasalahan yang
dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo antara lain :

1.

10.

11

12.

13.

Koordinasi dengan perangkat daerah dan kementerian/lembaga
terkait belum optimal;

Hal ini disebabkan belum ada mekanisme koordinasi rutin, sistem
informasi belum terintegrasi lintas instansi. Akibatnya layanan
perizinan tidak sinkron, proses lambat, investor bingung dengan
alur.

Proses perizinan yang rumit dan lama;

Hal ini disebabkan prosedur manual masih dominan, belum
semua perizinan terintegrasi OSS secara penuh. Akibatnya
Investor menunda atau membatalkan rencana investasi.
Pengawasan penanaman modal kurang optimal;

Minimnya SDM pengawas dan keterbatasan anggaran untuk
monitoring mengakibatkan timbulnya potensi pelanggaran
perizinan meningkat dan realisasi investasi tidak terukur.
Kurangnya promosi penanaman modal,;

Alokasi anggaran terbatas dan strategi promosi belum terarah ke
sektor prioritas mengakibatkan potensi unggulan daerah tidak
dikenal investor sehingga investasi rendah.

Respon perangkat daerah terkait investasi kurang;

Rendahnya kesadaran bahwa investasi butuh dukungan lintas
sektor menciptakan hambatan birokrasi meningkat dan kepuasan
investor menurun.

Infrastruktur penunjang kurang memadai;

Keterbatasan anggaran pembangunan jalan, energi, dan kawasan
industri mengakibatkan investor menilai biaya operasional tinggi
sehingga daya tarik investasi menurun.

Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan;

Sistem basis data belum berjalan serta pelaporan investor tidak
terpantau sehingga data realisasi investasi tidak valid dan sulit
untuk perencanaan.

Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia;

Hal ini disebabkan belum adanya regulasi daerah (Perda/Perbup)
yang mengatur arah kebijakan investasi sehingga tidak ada
kepastian hukum bagi investor dan ruang interpretasi terlalu luas.
Keterbatasan SDM;

Jumlah pegawai terbatas, kompetensi teknis OSS dan investasi
belum merata mengakibatkan pelayanan lambat dan kapasitas
pengawasan lemah.

Rendahnya kesadaran pelaporan LKPM;

Kurangnya sosialisasi dan investor menganggap LKPM tidak
penting mengakibatkan DPMPTSP kesulitan memantau realisasi
investasi.

Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan;

Sistem basis data belum berjalan sehingga data potensi dan
realisasi investasi tidak valid.

Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia;
Belum adanya regulasi daerah (Perda/Perbup) yang mengatur arah

kebijakan investasi sehingga tidak ada kepastian hukum bagi
investor.

[klim investasi yang belum kondusif.



Iklim investasi yang belum kondusif merupakan kombinasi antara
hambatan birokrasi, infrastruktur belum siap dan kepastian
hukum rendah. Hal ini membuat calon investor ragu menanamkan
modal sehingga pertumbuhan ekonomi lokal terhambat.

2.2.2, Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis perangkat daerah perlu
mempertimbangkan beberapa faktor antara lain potensi daerah yang
menjadi kewenangan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dan isu
lingkungan dinamis yang relevan. Isu strategis DPMPTSP Kabupaten
Purworejo dan analisisnya tersaji dalam Tabel 2.3.




Tabel 2.4.

Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN

POTENSI DAERAH YANG ISU KLHS YANG
RMASALAHAN STRATEGIS PERANGKAT
MENJADI KEWENANGAN PE DEMEEMHGMT RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH Isu el
PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1) (2) 3) 4) (5) (&) (7)
Pangan, Air dan Energi daerah dan | ekonomi daerah terutama | terlihat positif bagi | Ekonomi yang berdaya saing berdampak pada perckonomian
kementerian /lembaga terkait | pada sektor pertanian dan | perekonomian dan berkelanjutan secara luas
belum optimal pariwisata Indonesia

Proses perizinan vang rumit dan
lama

Pengawasan penanaman modal
kurang optimal

Kurangnya promosi penanaman
modal

Respon perangkat daerah terkait
investasi kurang

Infrastruktur penunjang kurang
memadai

Pemutakhiran data investasi
belum dilaksanakan

Kebijakan Penanaman Modal dan
Perizinan belum tersedia

Keterbatasan SDM

Rendahnya kesadaran pelaporan
LKPM

Pemutakhiran data investasi

belum dilaksanakan

Kebijakan Penanaman Modal dan




Perizinan belum tersedia

Iklim investasi yang belum
kondusif




Berdasarkan hasil analisis isu strategis di atas, didapatkan isu
strategis terkait penanaman modal di Kabupaten Purworejo adalah
Rendahnya investasi yang berdampak pada perekonomian secara luas.
Rendahnya realisasi investasi yang berdampak pada terbatasnya
perputaran ekonomi daerah, rendahnya penciptaan lapangan kerja,
serta lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan
asli daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi investasi yang
dimiliki Purworejo belum sepenuhnya dioptimalkan, sehingga
diperlukan strategi yang lebih agresif dan terarah dalam promosi,
fasilitasi, serta penyediaan iklim usaha yang kondusif agar mampu
menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan.




BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Dalam rangka mendukung terwujudnya visi “Purworejo Berdaya

Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten

Purworejo memiliki tugas dan fungsi strategis sebagai berikut:

1. Mendukung Misi : Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi

a. DPMPTSP berperan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui
kemudahan perizinan dan kepastian layanan, sehingga dapat menarik
investor pada sektor unggulan daerah;

b. Melaksanakan promosi potensi investasi daerah dan memfasilitasi
kemitraan antara investor dengan pelaku ekonomi lokal, sehingga
kontribusi UMKM, koperasi, serta petani dapat meningkat;

c. Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan investasi agar
pelaku usaha lokal dapat berkembang dan bersaing.

d. Melaksanakan pengawasan penanaman modal serta mendorong
kepatuhan pelaporan LKPM secara digital, guna memastikan data
investasi valid dan mendukung perencanaan pembangunan.

2. Mendukung Misi : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang
responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi

a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat,
transparan, dan berbasis OSS-RBA, yang terintegrasi dengan sistem
pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);

b. Mengembangkan inovasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan
Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan lintas instansi yang mudah
diakses masyarakat dan dunia usaha;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merujuk pada hasil yang ingin dicapai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Purworejo dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pembangunan daerah. Sasaran perangkat daerah bersifat lebih spesifik dan
terukur, serta berfokus pada pencapaian yang dapat langsung mempengaruhi
kinerja, pelayanan, dan dampak sosial ekonomi di daerah tersebut. Pada
periode rencana strategis 2025 - 2029 sasaran DPMPTSP Kabupaten
Purworejo tersaji dalam Tabel 3.1.




Tabel 3.1.

Sasaran Renstra DPMPTSP

TARGET TAHUN
NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR KET
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (4 (10) (11)
Meningkatnya Meningkatkan peranan Pembentukan 26,68 26,84 27,00 27,16 27,32 2748 | %
produktivitas, investasi dalam Modal Tetap
pemerataan dan| perekonomian daerah Bruto
inklusivitas dan meningkatkan
perekonomian daerah akuntabilitas kinerja
perangkat daerah
Nilai SAKIP | 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Angka
Perangkat
Daerah
Meningkatnya Realisasi 128,41 | 131,03 | 133,65 | 136,32 | 139,05 | 141,83 | Miliar
realisasi penanaman | Penanaman | Rupiah
modal dan | Modal 1
meningkatnya |
kualitas pelayanan
perizinan
Indeks 96,41 96,42 96,43 96,44 96,45 96,46 | Angka
Kepuasan
Masyarakat
(Perizinan)
Meningkatnya tata kelola Meningkatnya Nilai SAKIP | 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 BOD,2 Angka
pemerintahan yang baik, Akuntabilitas kinerja | Perangkat
bersih, berkeadilan, Instansi  Perangkat | Daerah
responsif berbasis Daerah

teknologi informasi




3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi perangkat
komprehensif berisikan langkah-langkah atau Upaya yang akan dilakukan
diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan
program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis

untuk

mencapai

daerah adalah rencana

tujuan/sasaran rencana

strategis.

Tindakan yang

Penahapan

pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran. Penahapan rencana strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Purworejo tersaji dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra
TAHAF 1 TAHAP 11 TAHAP II1 TAHAP IV TAHAFP V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

(1) (2) (3) 4 (5)
Penguatan Peningkatan Intensifikasi Pemantapan Mendorong
branding kapasitas  sdm, | promosi investasi | digitalisasi layanan | realisasi komitmen
investasi daerah | fasilitasi investor | dan fasilitasi | perizinan dan | investasi dan

dan  Kerjasama | pemberian nonperizinan serta | Sustainability
lintas sektor insentif dan | informasi potensi | business (investasi
kemudahan penanaman modal {;ﬂdg h“tggmh'“'i
P ool kil
secara
berkelanjutan,
ramah lingkungan,
dan bermanfaat
bagl masyarakat)
Menguatkan Meningkatkan Memantapkan Memperkuat sinergi|Perwujudan
sistem manajemen |komitmen kapasitas sumber|dalam mewujudkan|akuntabilitas kinerja
kinerja yang efektif|perangkat daerah|daya dalam |akuntabilitas kinerja|Perangkat Daerah
dalam dalam mewujudkan|mewujudkan Perangkat Daerah
mewujudkan akuntabilitas akuntabilitas
akuntabilitas kinerja Perangkat|kinerja Perangkat
kinerja Perangkat|Daerah Daerah
Daerah

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, visi misi
diperlukan sebagai kondisi umum serta abstraksi kondisi dan kualitas daerah
yang diinginkan dalam jangka waktu 5 tahun. Visi misi tersebut kemudian
diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran masing-masing perangkat daerah.
Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Arah Kebijakan DPMPTSP

NO OPERASIONALISASI | ARAH KEBIJAKAN | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KET
NSPK RPJMD FD g
(1) 2 @) () 5)
1. | Peraturan Penguatan investasi | 1. Penguatan sistem | 2026
perundangan- daerah melalui pelayanan berbasis OSS-
undangan terkait penguatan RBA, MPP Digital dan Si
tentang Norma, koordinasi, jejaring IDA
Standar, Prosedur investor, insentif,
dan Kriteria dan integrasi antar |2. Penyusunan database
perizinan di pemangku potensi investasi per sektor
Kementerian/ kepentingan dan wilayah
Lembaga :
Peningkatan 1. Peningkatan kompetensi | 2027
investasi  daerah SDM pelayanan (pelatihan




OPERASIONALISASI

ARAH KEBLJAKAN

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA

" NSPK RPJMD PD A
melalui penguatan frontliner, investasi, dan
koordinasi, jejaring digitalisasi)

R S |y . 2. Peluncuran program Klinik
S4. Meningkatnya o mtﬁmm g Investasi untuk
pertumbuhan i pendampingan investor
ekonomi daerah kepentingan
yang inklusif 3. Kerja sama lintas OFD |
untuk integrasi  data
perizinan dan  potensi
daerah
Pemantapan 1. Promosi intensif potensi 2028
investasi  daerah unggulan (scperti Kawasan
melalui penguatan Industri, pariwisata, dan
koordinasi, jejaring pertanian modern)
investor, insentif,
dan integrasi antar | 2. Partisipasi aktif pada event
pemangku nasional /internasional
kepentingan (booth pameran investasi,
forum bisnis, dll) !
3. Pelaksanaan  pemberian
insentif dan kemudahan
investasi
Perwujudan 1. Pemantapan implementasi | 2029
investasi  daerah 0SS, MPP Digital dan Si
melalui penguatan IDA l
koordinasi, jejaring
investor, insentif, | 2. Penyusunan peta tematik
dan integrasi antar investasi berbasis GIS
pm],a_ngiﬂl untuk mttgras-l RPJMD
kepentingan dan RTRW
Peneguhan 1. Fasilitasi dan percepatan | 2030
investasi daerah realisasi investasi vang
melalui penguatan telah berkomitmen
koordinasi, jejaring
investor, insentif, |2. Meningkatkan daya tarik
dan integrasi antar investasi yang ramah
pemangku lingkungan dan inklusil |
e o 3. Mendorong  kontribusi
sosial dan pemberdayaan
ekonomi lokal oleh investor
4. Menjamin kesinambungan
usaha dan keberlanjutan
pembangunan
SASARAN RPJMD:  |Penguatan Penguatan akuntabilitas | 2026
S5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja| kinerja Perangkat Daerah
tata kelola Perangkat  Daerah| dalam mewujudakan tata
pemerintahan yang |dalam mewujudakan| kelola pemerintahan yang
baik, bersih, tata kelola| pajk (good governance) melalui
berkeadilan, pemerintahan  yang| perencanaan, Penganggaran,
responsif berbasis |2k (9ood| 4an  Evaluasi  Kinerja
teknologi informasi, [9ovemance) Perangkat Daerah;
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah;
Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah; |

Administrasi Umum |




NO

OPERASIONALISASI
NSPK

ARAH KEBLJAKAN
RPJMD

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
PD

Perangkat Daerah;
Penyediaan .Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah;

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

Peningkatan

akuntabilitas kinerja
Perangkat  Daerah
dalam mewujudakan
tata kelola
pemerintahan  yang
baik (good
governance]

Peningkatan akuntabilitas
kinerja Perangkat Daerah
dalam mewujudakan tata
kelola pemerintahan yang
baik (good governance) melalui
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah;
Administrasi

Perangkat Daerah;

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah;
Administrasi Umum
Perangkat Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah,;

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

Keuangan

2027

Pemantapan

akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah
dalam mewujudakan
tata kelola

Pemantapan akuntabilitas
kinerja Perangkat Daerah
dalam mewujudakan tata
kelola pemerintahan vyang
baik (good governance) melalui
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah;

Administrasi
Perangkat Daerah;

Keuangan

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah;

Administrasi Umum
Perangkat Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah;

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

2028

Perwujudan

akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah
dalam mewujudakan

Perwujudan akuntabilitas
kinerja Perangkat Daerah
dalam mewujudakan tata
kelola pemerintahan yang

2029




NO

OPERASIONALISAS]
NSPK

ARAH KEBLJAKAN
RPJMD

ARAH KEBLJAKAN RENSTRA
PD

tata kelola
pemerintahan vyang
baik (good
governance)

baik (good governance) melalui
Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah;
Administrasi

Perangkat Daerah;

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah;

Keuangan

Administrasi Umum
Perangkat Daerah;
Penyediaan .Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah;

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

Peneguhan
akuntabilitas kinerja

Perangkat Daerah
dalam mewujudakan
tata kelola
pemerintahan  yang
baik (good
govemance)

Peneguhan akuntabilitas
kinerja Perangkat Daerah
dalam mewujudakan tata
kelola pemerintahan vyang
baik (good governance} melalui
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah;

Administrasi
Perangkat Daerah;
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah;

Keuangan

Administrasi Umum
Perangkat Daerah;
Penyediaan .Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah;

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

2030




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah merupakan
hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta
mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan. Program, kegiatan dan
subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.



Tabel 4.1.

Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP

NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET.
RELEVAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Meningkatkan Pembentukan  Modal
Peranan Tetap Bruto
Investasi dalam
Perekonomian
Daerah  serta
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkat
Daerah
Nilai SAKIP Perangkat
Daerah
Meningkatnya Realisasi Penanaman
realisasi Modal
penanaman
modal dan
meningkatnya
kualitas
pelayanan
perizinan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (Perizinan)
Meningkatnya Persentase penyediaan | Program Pengembangan
kualitas informasi potensi | Iklim Penanaman Modal
informasi penanaman modal




NSPK DAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
RELEVAN
potensi yang dipublikasikan
penanaman
modal yang siap
dipublikasikan
Tersusunnya Peta | Jumlah Peta Potensi | Pembuatan Peta Potensi
Potensi dan | dan Peluang Usaha | Investasi Kabupaten/Kota
Peluang Kabupaten
Usaha Kabupaten
Penyusunan Rencana
Umum Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Peta Potensi
Investasi Kabupaten /Kota
Meningkatnya Jumlah kepeminatan | Program Promosi
jangkauan tahun ke n (LOI) Penanaman Modal
promosi
penanaman
modal
Terlaksananya Persentase Penyelenggaraan  Promosi
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Penanaman Modal yang
Promosi Promosi  Penanaman | Menjadi Kewenangan
Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota
Meodal
Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota
Mcrﬁngkatnya Persentase pelayanan | Program = Pelayanan




NSPK DAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET.
RELEVAN
kualitas penanaman modal | Penanaman Modal
layanan sesuai norma, standar,
penanaman prosedur dan kriteria
modal sesuai
norma, standar,
prosedur dan
kriteria
Terlaksananya Persentase Pelayanan | Pelayanan Perizinan dan
Pelayanan Penanaman Modal | Non Perizinan secara
Penanaman Sesuai Standar | Terpadu Satu Pintu
Modal Sesuai | Operasional Pelayanan | dibidang Penanaman Modal
Standar yang Menjadi Kewenangan
Operasional Daerah Kabupaten/ Kota
Pelayanan
Penyediaan Pelayanan
Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik
Penyediaan dan
Pengelolaan Layanan
Konsultasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Meningkatnya Tingkat Kepatuhan | Program Pengendalian
kepatuhan Pelaporan LKPM Pelaksanaan  Penanaman
pelaporan Modal
LKPM
Terpenuhinya Jumlah LKPM yang | Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal yang




NSPK DAN
SASARAN
RPJMD YANG
RELEVAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM [/ KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

Kepatuhan LKPM

dilaporkan

menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Penyelesaian
Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi
Pelaku Usaha dalam
merealisasikan Kegiatan
Usahanya

Bimbingan Teknis kepada
Pelaku Usaha

Pengawasan  Penanaman
Modal

Meningkatnya
pengelolaan
data dan
informasi
perizinan dan

non perizinan

Persentase Jenis Data
dan Informasi Perizinan
dan Nonperizinan yang
Disediakan

Program Pengelolaan Data
dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

Data  informasi
perizinan dan non
perizinan  yang
terintegrasi

Data informasi
perizinan dan non
perizinan yang
terintegrasi

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
Non Perizinan Yang
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan
Non Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan




NSPK DAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
RELEVAN
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat
Akuntabilitas Daerah
Kinerja Instansi
Perangkat
Daerah
Meningkatnya Persentase Program Penunjang Urusan
kualitas Ketercapaian Kinerja, | Pemerintahan Daerah
perencanaan Pelayanan Umum, | Kabupaten/Kota
dan evaluasi Kepegawaian, dan
kinerja, Keuangan  Perangkat
pelayanan Daerah
umum,
kepegawaian,
serta keuangan
perangkat
daerah
Terlaksananya Jumlah Dokumen | Perencanaan,
Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, Penganggaran, dan | Evaluasi Kinerja Perangkat
dan Evaluasi | Evaluasi Kinerja | Daerah
Kinerja Perangkat | Perangkat Daerah
Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Peranghkat

Daerah




NSPK DAN

SASARAN PROGRAM | KEGIATAN /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET.
RELEVAN
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik
Sektoral Daerah
Terlaksananya Jumlah Laporan| Administrasi Keuangan
Administrasi Administrasi Keuangan| Perangkat Daerah
Keuangan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD
Terlaksananya Jumlah Laporan| Administrasi Barang Milik
Administrasi Administrasi Barang| Daerah pada Perangkat
Barang Milik|Milik Daerah  pada| Daerah
Daerah pada|Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Jumlah Dokumen| Administrasi Kepegawaian
Administrasi Administrasi Perangkat Daerah
Kepegawaian Kepegawaian Perangkat

Perangkat Daerah

Daerah




NSPK DAN
SASARAN
RPJMD YANG
RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OuUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KET.

Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya
Administrasi
Umum Perangkat

Jumlah
Administrasi
Perangkat Daerah

Dokumen

Umum

Administrasi
Perangkat Daerah

Umum

Penyediaan
Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

Komponen

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Kantor

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Penyediaan Bahan/Material

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Penatausahaan
Dinamis pada SKPD

Arsip

Tersedianya Jasa
Penunjang Urusan

Jumlah
Penyediaan

Laporan

Jasa

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan




NSPK DAN
SASARAN
REPJMD YANG
RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

Pemerintahan
Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Daerah

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Terlaksananya
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Laporan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah (BMD)
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan /Rehabilitasi
Gedung Kantor dan




NSPK DAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
RELEVAN
Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor  atau
Bangunan Lainnya




Dalam merencanakan alokasi pendanaan pembangunan, penting
untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan
bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan
yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan berfokus pada money
Jollow program dan money follow function, dimana anggaran difokuskan pada
program atau kegiatan yang langsung terkait dengan prioritas pembangunan
daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang
dialokasikan memberikan dampak positif bagi Masyarakat dan sesuai dengan
tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Berikut merupakan daftar
program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja DPMPTSP
dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dimana pada perencanaan tahun
2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan
DPMPTSP yaitu pijakan penyusunan Renja DPMPTSP pada tahun 2030.



Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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Subkegiatan prioritas DPMPTSP Kabupaten Purworejo diarahkan
untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah melalui
peningkatan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal. Hal ini
diwujudkan antara lain dengan penyederhanaan dan percepatan layanan
perizinan berbasis OSS-RBA, penguatan peran Mal Pelayanan Publik sebagai
pusat layanan terpadu, peningkatan kegiatan promosi investasi pada sektor
unggulan daerah, serta fasilitasi kemitraan antara investor dengan pelaku
usaha lokal. Selain itu, DPMPTSP juga memprioritaskan pemutakhiran data
penanaman modal dan penguatan kepatuhan pelaporan LKPM, serta
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi pelayanan digital.
Seluruh subkegiatan tersebut ditujukan untuk menciptakan iklim investasi
vang kondusif, mempercepat realisasi investasi, dan mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Tabel 4.3.
Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan
Daerah .
PROGRAM KEGIATAN/ AKTIVITAS
NO PRI QUTCOME KET.
ORITAS SUBKEGIATAN
P S PR
(1) (2) 3 (4] ' (5 1o
1. | Program Meningkatnya Kegiatan : T
Pengembangan kualitas insentif dan
Iklim informasi potensi | Pembuatan Peta kemudahan
Penanaman penanaman Potensi Investasi investasi
modal yang siap Kabupaten/Kota ! 1 bt
ﬁp'ubﬁkﬂﬂikﬂ.ﬂ S‘ubkegialan : unah_a
1. Penyusunan Penyusunan _
Rencana Umum rencana umum |
Penanaman Modal | penanaman !
Daerah | modal
Kabupaten /Kota
P / Penyusunan
2. Penyediaan Peta peta  potens
Potensi dan investasi daerah
Peluang  Usaha
Kabupaten /Kota
2. | Program Prumﬁ_ﬁ'd”ﬁeningjmtrqra Kegiatan : . Pameran
Penanaman jangkauan investasi
Modal promosi Egﬂmm
penanaman Toe IJEnmmmmi . Penyelenggaraa
modal Modal yang Menjadi n forum bisnis
Kewenangan  Daerah dan investasi |
Kabupaten / Kota
Subkegiatan : :::?:““Mf
g
Pelaksanaan Kegiatan dengan  calon
Promosi Penanaman investor
Modal Daerah strategis
Kabupaten fKota
Kampanye
investasi melalui
platform digital
Fasilitasi Satgas
Eugus investasi
3. | Program Meningkatnya Kegiatan : Pelayanan
Pelayanan kualitas layanan : perizinan non
Penanaman penanaman Pelayanan  Perizinan non perizinan
Modal modal sesuai dan Non Perizinan
norma, standar, | 3°CArR T""P“d‘f .s'““"j . Konsultasi dan
prosedur dan | Pinta dejdl.ngl penanganan




NO

PROGRAM
PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/
SUBKEGIATAN

AKTIVITAS

Penanaman Maodal
vang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten /Kota

Subkegiatan :

1. Penyediaan
Pelayanan
Terpadu Perizinan
dan Nonperizinan
berbasis  Sistem
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
secara Elektronik

1. Penyediaan
Pengelolaan
Layanan
Konsultasi
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko

dan

pengaduan
masyarakat

Meningkatnya
kepatuhan
pelaporan LKPM

Kegiatan :
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan  Daerah
Kabupaten [Kota

Subkegiatan :

1. Penyelesaian
Permasalahan dan
Hambatan yang
Dihadapi Pelaku
Usaha dalam
Merealisaszikan
Kegiatan
Usahanya

2. Bimbingan Teknis
kepada Pelaku
Usaha

3. Pengawasan
Penanaman Modal

mﬂnﬂﬂhpelakul

teknis dan

kepada pelaku
usaha

3. Pengawasan
pelaku usaha

Program
Pengelolaan Data
R, ;
Informasi
Penanaman
Maodal

Meningkatnya
pengelolaan data
dan informasi
perizinan dan
non perizinan

Kegiatan :

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan
dan Non Perzinan
yang Terintegrasi pada

Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota

Subkegiatan :

Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data

dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis

Penyedian data dan
informasi perizinan
dan non perizinan




NO OUTCOME

1
T KEGIATAN/ ‘. AKTIVITAS cor
PRIORITAS SUBKEGIATAN i

Sistemn Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program Strategis Nasional memiliki keterkaitan erat dengan peran
DPMPTSP Kabupaten Purworejo, khususnya dalam mendorong percepatan
investasi, peningkatan pelayanan perizinan, serta penciptaan iklim usaha
yang kondusif di daerah. Sebagai ujung tombak pelayanan terpadu, DPMPTSP
berperan mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat daerah melalui
optimalisasi Sistem Online Single Submission (OSS), penyediaan data dan
informasi investasi yang akurat, serta fasilitasi kemudahan berusaha bagi
pelaku usaha dan investor. Dengan demikian, DPMPTSP Purworejo tidak
hanya menjadi pelaksana teknis pelayanan, tetapi juga mitra strategis
pemerintah pusat dalam mendukung realisasi Program Strategis Nasional
yang berorientasi pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan
pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah Purworejo. Uraian program
dukungan DPMPTSP Kabupaten Purworejo sebagaimana dijelaskan dalam
Tabel 4.4. berikut.

Tabel 4.4.
Dukungan Program Strategis Nasional
I
N | oM | program Dukungandi |  Aktivitas Pendukung di
0] egl Kabupaten Purworejo | 2026 -2030
Nasional !
1. | Kemudahan Program Pelayanan Pelayanan perizinan dan
Perizinan Penanaman Modal non perizinan baik secara
Dacrah online maupun offline (MPP

dan jemput bola)

Program Pengelolaan | Penyediaan data perizinan
data dan Sistem dan non perizinan
Informasi Penanaman
Modal

Program Pitulungan Bupati Purworejo “Rame Pasare” menekankan
penguatan sektor perdagangan rakyat, pemberdayaan UMKM, serta
penghidupan kembali pasar tradisional, memiliki sinergi erat dengan tugas
DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam mendukung pertumbuhan investasi
dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Melalui layanan perizinan yang
cepat, mudah, dan transparan, DPMPTSP mendorong legalitas usaha bagi
pelaku UMKM serta memberikan pendampingan melalui klinik investasi agar
usaha kecil dapat naik kelas dan terhubung dengan peluang pasar yang lebih
luas. Selain itu, DPMPTSP juga berperan dalam promosi potensi perdagangan
daerah serta fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dan investor.
Dengan dukungan tersebut, program “Rame Pasare” tidak hanya
menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga
memperkuat ekosistem investasi daerah yang berkelanjutan di Purworejo.

Tabel 4.5.
Program Pitulungan Bupati Wakil Bupati Terpilih



N | Program Unggulan | Kegiatan Unggulan Aktivitas 2026 - 2030

1. | Rame Pasare Menciptakan iklim | 1. Penyusunan Rencana
investasi yang Umum Penanaman
kondusif Modal (2026)

2. Evaluasi RUPM (2028
dan 2030)

3. Sosialisasi lklim
Investasi

4. Mengikuti kegiatan
temu usaha di luar
daerah

5. Menyelenggarakan

temu usaha

6. Pelayanan perizinan
penanaman modal

7. Pelayanan non
perizinan penanaman
modal

8. Penyusunan IPRO

9. Penyediaan data
perizinan dan
nonperizinan

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada
dasarnya mencerminkan capaian strategis yang berkaitan dengan
peningkatan investasi dan kualitas pelayanan publik. IKU tersebut antara
lain meliputi persentase pembentukan modal tetap bruto, indeks
akuntabilitas kinerja serta nilai realisasi investasi, kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan. Seluruh indikator imi
berfungsi untuk mengukur keberhasilan DPMPTSP dalam menciptakan
iklim usaha yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta
membangun tata kelola pelayanan yang responsif dan inovatif.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Purworejo
difokuskan pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan peningkatan
nilai investasi. PMTB menjadi ukuran penting dalam melihat besarnya
penanaman modal yang terealisasi dalam bentuk aset tetap, sehingga
mencerminkan pertumbuhan kapasitas produksi dan keberlanjutan
ekonomi daerah. Sementara itu, indikator peningkatan nilai investasi
menunjukkan keberhasilan daerah dalam menarik minat investor dan
memperluas basis usaha yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua indikator ini menjadi
tolok ukur utama efektivitas peran DPMPTSP dalam menggerakkan roda
perekonomian lokal melalui fasilitasi, promosi, dan kemudahan layanan
penanaman modal.




Tabel 4.6.

Indikator Kinerja DPMPTSP
TARGET TAHUN KET.
NO INDIKATOR SATUAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1) 2 (3) (] 5) ] 7 i8) (%) 10
2. | Nilai SAKIF | Angka | 68,02 7045 | 72,89 | 75,33 77,76 | 80,2 Tujuan
Peranghat Peranghkat
Dasrah Diaerah
3. | Nilai SAKIP | Angka | 68,02 7045 | 72,89 | 7533 | 77,76 80,2 Sasaran
Perangkat Peranghat
Daerah Dasrah
4. Realisasi Miliar 138,53 141,30 144,13 147,01 149,95 152,95 Sasaran
Penanaman Rupiah Peranghat
Modal Dacrah
5. Indeks Kepuasan | Angka 96,41 96,42 96,43 96,44 96,45 96,46 Sasaran
Masyarakat Peranghkat
(Perizinan) Dacrah
1. | Pembentukan 4% 26,68 26,84 27,00 27,16 27,32 27.48 P
Modal Tetap
Bruto
2. | Peningkatan Nilai | % 2 2 2 2 2 2 “Permendag
Investas i No. 18
Tahun
2020




BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai
pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen
ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta
memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka
pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah seccara
sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo
Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif
dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur
pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga
diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah
kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian
diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program,
kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun
2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga
kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam
penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan,
ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator
kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta proyeksi kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap
tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
meliputi:

a.p Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun;

b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko
untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian
pelaksanaan pembangunan dengan  perencanaannya, serta
ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal,
didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yvang
cermat dan tegas,

c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada
masyarakat.




5.3. Pelaksanaan Pengendahan dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
Tahun 2025-2029 meliputi:

a.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan setiap tahun selama periode
renstra.

. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida)

Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan
mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029.

. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap
rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.
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